* dan Belanja Daerah Tahun Anggaran. 20

Meriimbang -
o

":"C.'

( Mehgingayt 1

_ PERATURAN BUPATI BENGKALIS
" NOMOR 41 TAHUN2012 -
. TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPAT!I BENGKALIS NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
o . KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012 .

" DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. BUPATI BENGKALIS,

bahwa “berkda:sbarkarh ~ Peraturan Menteri - Keuangan Nomor -
34/PMK.07/2012'tenta'ng Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan
Profesi GuruPegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi,

- : Kgbupaten‘dan Kota Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Menteri
‘Keuangan Nomor: 35/PMK.07/2012 tentang Pedoman- Umum dan =
Bagi Guru Pegawai Negeri

Alokasi Dana Tambahan Penghasilan
Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun

Anggaran 2012, Pemerintah Kabupaten “Bengkalis mendapatkan
-~ alokasi tunjangan tersebut; © - ' R

béhwa‘sésu'ai'Lampiran Peraturah Ménteri Dalam Negeri Nomor 22

- tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan. Anggaran Pendapatan
12 pada angka V poin 8

disebutkan Program dan kegiatan yang dibiayai. dari dana transfer-

~~ dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana
~ Alam dan pelaksanaan dalam keradaantdarurat_ dan/atau mendesak
lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan®

dalam APBD, dapat dilaksanakaﬁn mendahului penetapan :perat'u‘ran
daerah tentang perubahan APBD dengan cara menetapkan

* peraturan kepala daerah-‘tentang perubahan_penjabaran APBD dan
g memberitahukan kepada Pimpinan DPRD; = : : ;

bahwa berdasarkaﬁ pertimbangan sebagaimana dimaksUd ‘dalam

“huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

- Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2012 -
- tentang Penjabaran’ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- “Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012; B :

_Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1956 tentang Pembentukan

" Daerah Otonom Kabupaten dalam * lingkungan Daerah Provinsi
 Sumatera Tengah (Lembaran ‘Negara
1956 Nomor 25); - .

Republik- Indonesia Tahun




Nomor 62, ‘.'”/mbahan‘ Lémbaran Negara Republik

Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak :
“Atas ‘Tanah dan Bangunan-(Lembaran Negara Republik Indonesia
* Tahun 1997 ‘Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republlk '
~Indonesia Nomor 3688); ‘ : '

IndoneSIa ’
7 Omor 3569)

. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan, .

-Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran ‘Negara Republik -Indonesi Tahun 1899 Nomor 75, :
~ Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesna Nomor 3851) -

3% Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- (Lembaran Negara Republik ‘Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
-~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia - Nomor 4286);
Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara =
__(Lembaran Negara Republik - Indonesia’ Tahun 2003 Nomor 47,
- Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4286); '

‘Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang: Perbendaharaan
“Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor
.5, Tambahan Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa Nomor4355);

"'aVUndang-Undang Nomor 15 Tahun - 2004 tentang Pemerlkasaan»
Pengelolaan dan Tanggungjawab 'Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

o Lembaran Negara Republlk lndonesna Nomor 4400)

Undang- Undang ‘Nomor 25 Tahun 2004 tentang Slstem S
. Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor- 104 Lembaran ‘Negara
- Republik: Indone5|a Nomor 4421); ' 5

-~ Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan
“Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

~ sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
~12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang =~
Nomor- 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeah (Lembaran

-~ Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan

1)
TR

12

: ‘Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan '

- Keuangan " antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik - Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

"Tambahan Lembaran Negara Republik IndoneSIa Nomor 4438);

Undang- -Undang . Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

~Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 |
‘Nomor ~ 139, Tambahan Lembaran Negara Republik IndoneSIa -
Nomor 4438); » , .

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan,:
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia -

" Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
- Nomor 5234) : ’ . . E




15,

16.

omor 24 Tahun’ 2004 tentang Kedudukan”:

,e'gara TRepubllk Indonesia ‘tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana

;telah dlubah dengan Peraturan Pemerlntah Nomor 37 Tahun-2005
_tentang  Perubahan Atas ‘Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2004
- tentang Kedudukan Protokoler . dan -Keuangan Pimpinan dan
- 'Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
. Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesna Nomor
4540); ‘ ‘

- Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
 Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Repunbllk Indonesia Nomor 4502) :

Peraturan Pemerlntah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar-‘

- -Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 ‘Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repunbllk’

- Indonesia Nomor 4503)

Peraturan Pemenntah Nomor 54 Tahun 2005 tentang ijaman
Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor

136, Tambahan Lembaran Negara Repunbhk IndoneS|a Nomor‘

4574y,

19.

20

21,
: ‘Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
~Negara Republik ‘Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

‘Lembaran Negara Repunbllk Indone3|a Nomor 4585)

22 7Peraturan Pemerintah ‘Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

23,

Peraturan Pemerlntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana.
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

~Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repunbllk Indonesia
'Nomor 4575); ‘ : :

118,

Peraturan Pemerintah  Nomor 56 Tahun 2005 tentang Slstem v

‘Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
- Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repunblik

Indonesia Nomor 4576);

‘Peraturan ‘Pemerintah - Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hlbah

(Lembaran Negara Republik IndoneSIa Tahun 2005 Nomor 139,

~Tambahan Lembaran Negara Repunblik Indonesia Nomor 4577);

- Peraturan Pemerln‘tah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repunbllk Indonesua

- Nomor 4578);

Peraturan Pemenntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

E Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesna Tahun 2005 Nomor‘
:-165); ‘ ‘ - ; :

Peraturan Pemerlntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

~Keuangan dan Kinerja Instansi Pemermtah (Lembaran Negara

Republik - Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

. Negara Repunbllk IndoneS|a Nomor 4614);

rotokole er: dan”Keuangan' lepman dan Anggota DPRD (Lembaran - -




, ahun' 2007 tentang Pembagian

Peraturan'. Presnden Nomor 52 Tahun 12009 tentang Tambahan
Penghasﬂan Bagi Guru Pegawai Negen Sipil Daerah; :

. " Peraturan’ Menterl Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

-~ dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

‘Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; '

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK 07/2012 tentang
Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai
Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provm3| Kabupaten dan Kota
Tahun Anggaran 2012 ' :

" Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 35/PMK 07/2011 tentang
Pedoman. Umum dan Alokasi Dana Tambahan ‘Penghasilan’ Bagi
Guru Pegawal Negerl Sipil Daerah kepada Daerah Provmsn
Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2012;

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 07 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Urusan ‘Pemerintahan Daerah Kabupaten
~ Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2008

Nomor 07) R ‘

Peraturan Daerah _Kabupaten Bengkalls Nomor 03 Tahun 2009
- tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran'
Daerah’ Kabupaten Bengkahs Tahun 2009 Nomor 03); -

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 1 Tahun 2012
_.tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja - Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun Anggaran 2012; :

Peraturan Bupat| Bengkalis Nomor 4 Tahun 2012 tentang
- Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
fBengkalls Tahun Anggaran 2012 ‘

MEMUTUSKAN

Menetapkan = - PERATURAN " BUPATI TENTANG - 'PERUBAHAN - ATAS
. PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 4 TAHUN 2012

.~ TENTANG 'PENJABARAN 'ANGGARAN ' PENDAPATAN DAN
BELANJA - DAERAH KABUPATEN BENGKALIS - TAHUN
ANGGARAN 2012. ' , :

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupatu Bengkahs Nomor 4 Tahun _
2012 tentang Penjabaran ‘Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten ,
Eh Bengkahs Tahun 2012 Nomor 4) dlubah sebaga| berikut: :




‘ b Dana Penmbangan

e Laln-laln pendapatan daerah yang sah

Jumlah Pendapatan .

2 Belanja | , . _

N a. Belanja Tldak Langsung :
~' ‘_1) Belanja Pegawai

o _,2)'Belanja Bunga

- 3) Belanja SUbSldl

~ 4)Belanja Hibah

* 5) Belanja Bantuan Sosnal

) Belanja Bagl HaSII

. ~ 7) Belanja Bantuan Keuangan

-8) Belanja Tidak Terduga

',b“.,BeIanrja Léngsurig o
1) Belanja Pegawal |

" 2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal o

'JurﬁlahvBelanja) N

k'.Svurblus.(Deﬁéibt) ,: SR

. Pembiayaan -
“a. Penerimaan
b. Pen‘geluaran o

V'Jumlah Pembiayaan Netto

, Slsa Leblh Pemblayaan Anggaran Tahun Rp.,

Berkenaan -

.Pendapatan Asli Daerah |

‘Tahun VAngggfc‘\ran 2012

~ Re

Rp.  206.738.615.500,00
Rp. 2.216.177.885.000,00
Rp.  110.721.242.000,00
Rp. 2.533.637.742.500,00
" Rp.  847.727.583.373.00
“Rp. 0,00
Rp. ~ 10.568.950.677,00
~ Rp.  212.580.760.933,00 -
~ Rp. - 3.712.500.000,00
Rp. 0,00
 Rp.  362.929.214:000,00
" Rp. " 4.611.788.655,06
'Rp. 1.442.130.797.638,41
" Rp.  +165.095.921.300,00
Rp.  860.840.463.147,74
1.345.260.948.336,28
Rp. 2.371.206.332.784,03
| va.' 3. 813 337.130.422,44
Rp. (1 279. 699.387.922 44)' g
* Rp. 1.604.573.676.693,44
‘Rp. = 324.874.288.771,00
Rp. 1.279.699.387.922,44

0,00




ngkasan erub yanvPenJa an
;dlmaksud dalam pasal 1 tercantum dalam_';.“

Pasal 3

',i"_Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
"~ sebagaimana“ dimaksud dalam ~pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
' Lamplran Il dan Lampiran IlI Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 4 dlubah‘sehlngga berbuny| sebagai berikl;t{ :
Pasal4"” \ o

Lamp|ran perubahan sebagalmana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal -
3 merupakan baglan yang tidak terplsahkan dari Peraturan Bupatl ini.

" 5 Ketentuan Pasal5d|ubah sehlngga berbunyn sebagal benkut
| s '»Pasal5" b -

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam -

dokumen pelaksanaan "anggaran satuan kerja - perangkat daerah
. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

o Pasal6 |

Peraturan Bupatl ini mulal berlaku pada tanggal dlundangkan

Agar setlap orang dapat mengetahumya memenntahkan pengundangan
Peraturan - Bupati ini dengan penempatannya dalam ‘Berita Daerah
Kabupaten Bengkalls ; :

. Dlundangkan di Bengkahs
padatanggal i1 Aea,u. wm. ;

‘%f’\m‘ " PEMBINA UTAMA MADYA
NIP9550720 198003 1 008.

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2012 NOMOR L




